PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

JIl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com

il

RSIJMS

SURAT PESANAN BARANG/JASA (SPBJ)
Nomor: 027/073/PPK/BLUD.AlatKebersihan/[V/RSJMS/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja

: Anna Maryani, S.Psi

: 19811123 201001 2 013

: Pejabat Pembuat Komitmen

: Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Penyedia
@ Nama Wakil Penyedia  : Idawati

- UD. JAYA UTAMA

Jabatan Wakil Penyedia : Pemilik

NPWP
Alamat

: 85.440.446.4-914.000

: JI. Raju Mas Blok CA No. 04, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat
Selanjutnya disebut Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Pekerjaan :

NO NAMA BARANG JUMLAH | SATUAN | A;{f:ﬁ&m . A;?;TAA(;N
1 | Superpell 740 ml 108 Pouch 22.000 2.376.000
2 | Cling Refill 400 ml 36 Pouch 5.500 198.000
3 | Cling Botol 440 m| 72 Botol 12.000 864.000
4 | Vixal 470 ml 90 Botol 21.000 1.890.000
5 | Wipol 750 ml 92 Pouch 23.000 2.116.000
6 | Kapur barus Dahlia 72 Bungkus 30.500 2.196.000
7 | Pisau senar potong rumput 18 Buah 65.000 1.170.000
8 | Pisau potong rumut gendong 30 Buah 65.000 1.950.000

TOTAL HARGA (Termasuk Pajak) 12.760.000

2. Ruang lingkup dan syarat-syarat pekerjaan :

a. Jenis Kontrak

: Harga Satuan.

b. Cara Pembayaran : Sekaligus.

c. Sumber dana

: RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutira Sukma Tahun Anggaran 2025.




Waktu Pelaksanaan : Selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 10 April 2025
sampai dengan 23 April 2025.

Barang diterima selambat-lambatnya tanggal 23 April 2025.

Alamat pengiriman barang : Kantor Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. JI. Ahmad Yani No.1
Selagalas, Mataram Kode Pos 83237).

Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, ongkos kirim dan pungutan lain yang sah atas
pelaksanaan pekerjaan ini.

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Harga (tidak termasuk PPN).

3. Tanggung jawab Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas:

-~ 0 a0 o ®

kewajaran harga;

pelaksanaan Kontrak;

kualitas barang/jasa;

ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
ketepatan waktu penyerahan;

ketepatan tempat penyerahan.

Mataram, 10 April 2025

Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
Untuk dan atas nama RSJ MUTIARA SUKMA
UD. JAYA UTAMA Pejabat Pembuat Komitmen,

Anna Maryani, S.Psi
NIP. 19811123 201001 2 013



PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA BARAT )
DINAS KESEHATAN *h

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515 R S J M S
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT

PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA

BUKTI PERJANJIAN : RUMAH SAKIT JIWA
SURAT PESANAN (SP) MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB

NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/035/PPK/APBD.ALKES/V/RSJMS/2025
TANGGAL 22 MEI 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Anna Maryani, S.Psi

Pejabat Pembuat Komitmen

Jin. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Kota Mataram NTB& - Kota Mataram - NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
PT.Fa Antares Medika

Ruko Golden Boulevard Blok i no. 7 - 8 Lengkong Karya Serpong

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET AK1-P2505-11821851

Mata Tanggal

Nama Produk  Kuantitas Uang Harga Satuan Harga Kirim Pengiriman Total Harga
Produk
4815000209-
AK1-002099356
MEDICORE Rp Rp ) Rp
1.0 IDR 18 Juli 2025

Heart Rate 380.000.000,00 1.000.000,00 381.000.000,00
Variability
Analyzer

TERBILANG : Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah



SYARAT DAN KETENTUAN :
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total
harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a.

g.

tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak

benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual

selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta

spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal

18 Juli 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan

barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan

pelatihan (apabila ada);

memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing

barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a.

b.
c.

e.

menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP

ini.

mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan

pelatihan (apabila ada);

Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing

barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a.
b.
c.

melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.



3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jin. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Kota Mataram NTB - Kota Mataram - NTB

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada tanggal 18 Juli 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

b.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang

dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa

sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa

transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat tujuan

pengiriman/tempat tujuan akhir

Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada
SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk

melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia

untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap

barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan

penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

g

2

3.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah
yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan
ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama

Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar
dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia
kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan



2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat
tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready
mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a.
b.

SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan
jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian atau permohonan Penyedia  yang disepakati oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a.

b.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

b.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan
klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan
bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut.
Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai
dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.



13. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan
bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran
atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai
bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-
Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi
administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan

SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau



16.

17.

18.

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang
berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada
Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14
(empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan
SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini
untuk setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat
dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan
Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan
atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SP.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum
Republik Indonesia.



19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam
bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran
yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan (KSO)
Tanda Bukti Perjanjian PT.Fa Antares Medika

Anna Maryani, S.Psi Hermawan Jaya fskandar’
Pejabat Pembuat Komitmen Direktur



PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

Ji. Ahmad Yani No. 1 Selag Kota M n. Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com

il

RSJMS

SURAT PESANAN
SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : RUMAH SAKIT
SURAT PESANAN JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB
(SP) NOMOR DAN TANGGAL SP
027/022/PPK/APBD.Obat/IV/RSJMS/2025, tanggal 17 April 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Anna Maryani, S.Psi.

Pejabat Pembuat Komitmen

JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Kec. Sandubaya - Kota Mataram - NTB
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

PT. TIARA KENCANA

JI. Imam Bonjol No. 555 Pemecutan Kelod, Denpasar Bali
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET O01-P2504-11746562

' Tanggal
... Mata Harga Harga i
Nama Produk Kuantitas Uang Satuan Kirim Pengiriman Total Harga
Produk

3526003102-001-

Rp Rp . Rp
207782703 84700.0 IDR 30 Juni 2025
Alprazolam tab 1 mg 192,00 0,00 16.262.400,00
3526003102-001-

Rp Rp ; Rp
207784341 82900.0 IDR 30 Juni 2025
Alprazolam tab 0,5 mg 152,00 0,00 12.600.800,00
3526003102-001- Rp Rp Rp
207789151 64700.0 IDR 30 Juni 2025
Alprazolam tab 0,25 mg 475,00 0,00 30.732.500,00
3526003102-001-

Rp Rp < Rp
208042967 50000.0 IDR 30 Juni 2025
Lorazepam tab 2 mg 1.110,00 0,00 55.500.000,00
3526003999-001-

Rp Rp ; Rp
208053808 6210.0 IDR 30 Juni 2025
Metilfenidat tab 10 mg 5.040,00 0,00 31.298.400,00
3526003076-001-

Rp Rp . Rp
208069705 20000.0 IDR 30 Juni 2025
Karbamazepin tab 200 mg 631,00 0,00 12.620.000,00
3526003999-001-
208071757 Rp Rp : Rp
Klorpromazin tab100mg ©0%0-0 PR 55500 000 309uni2025 3556 000,00
3526003999-001- 2000000 IDR Rp Rp 16 Juni 2025 Rp



Mata Harga Harga Tanggn

Nama Produk Kuantitas ..~ Pengiriman Total Harga
Uang Satuan Kirim Produk
208081204 121,00 0,00 24.200.000,00
Triheksifenidil tab 2 mg
3526003999-001-
208081209 Rp Rp : Rp
Trifluoperazin tab sal 00000 IDR 53500 00 30uUNi2025 4y 806 000,00
selaput 5 mg
3526003054-001-
208082349 Rp Rp ; Rp
Maprotilin tab sal selaput 220000 DR 4’35000 0,00 169uni2025 447 500.000,00
50 mg
3526003102-001-
Rp Rp . Rp
208146282 12000.0 IDR 16 Juni 2025
Diazepam tab § mg 195,00 0,00 2.340.000,00
3526003141-001-
Rp Rp ; Rp

208155527 100000.0 IDR 30 Juni 2025
Klobazam tab 10 mg 413,00 0,00 41.300.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Seratus

Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang
sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a.

tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik;

tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;

mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada 15 Juli 2025 sejak SP ini diterima oleh
Penyedia;

bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.



b.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam
SP ini selambat-lambatnya pada 15 Juli 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas - Kota Mataram - NTB

. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 15 Juli 2025

. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

b.

Pejabat Pembuat Komitmen melalui PPHP menerima barang dan melakukan
pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen
menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima

oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau
kerusakan barang tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan
pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian
terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung
cacat mutu atau kerusakan.
Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.



6. Harga

1. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),
konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang
bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang
(distribusi barang) dari Penyedia kepada RSJ Mutiara Sukma

9. Perubahan SP
a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat
Pembuat Komitmen.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwva Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan
kepada Penyedia.
b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan
pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari
atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan
klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek
dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang



disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP
ini.

c. Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama
Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen
secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut
sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat
Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen
dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan SEKALIGUS dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian
barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai
bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing
pada periode penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
15. Penghentian dan Pemutusan SP



a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen

1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan:

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Pembuat
Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP
secara tertulis kepada Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum
SP;

b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat
Pembuat Komitmen.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda
keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian
total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak



terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,
yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini.
Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang
mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB PT TIARA KENCANA
Pejabat Pembuat Komitmen

Anna Maryani, S.Psi. Ketut Sartana
NIP. 19811123 201001 2 013 Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com R SJ M S

SURAT PESANAN BARANG/JASA (SPBJ)
Nomor: 027/083/PPK/BLUD.ATK/IV/IRSJMS/2025

Paket Pekerjaan : Belanja ATK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anna Maryani, S.Psi

NIP : 19811123 201001 2 013

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Unit Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

bersama ini memerintahkan kepada:
Nama Penyedia - UD. JAYA UTAMA
Nama Wakil Penyedia  : Idawati

NPWP
Alamat

Jabatan Wakil Penyedia : Pemilik

: 85.440.446.4-914.000
. JI. Raju Mas Blok CA No. 04, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat

Selanjutnya disebut Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Pekerjaan :

NO NAMA BARANG JUMLAH | SATUAN | ¢ A;'l‘}:fa‘p) . A;g}“('ép)
1 | Amplop 90 pps 80 Kotak 25.500 2.040.000
2 | Kertas D'Paper 9/2X11:2 3ply CF PRS 15 Dos 450.000 6.750.000

TOTAL HARGA (Termasuk Pajak) 8.790.000

‘ 2. Ruang lingkup dan syarat-syarat pekerjaan :

a.

b
c.
d

o

Jenis Kontrak : Harga Satuan.

Cara Pembayaran : Sekaligus.

Sumber dana : RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutira Sukma Tahun Anggaran 2025.

Waktu Pelaksanaan : Selama 5 (lima) hari kalender, terhitung mulai tanggal 21 April 2025 sampai
dengan 25 April 2025.

Barang diterima selambat-lambatnya tanggal 25 April 2025.

Alamat pengiriman barang : Kantor Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Jl. Ahmad Yani No.1
Selagalas, Mataram Kode Pos 83237).

Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, ongkos kirim dan pungutan lain yang sah atas

pelaksanaan pekerjaan ini.




i. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Harga (tidak termasuk PPN).

3. Tanggung jawab Penyedia
Penyedia bertanggung jawab atas:
kewajaran harga;
pelaksanaan Kontrak;
kualitas barang/jasa;
ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
ketepatan waktu penyerahan;

-~ 0 a0 oo

ketepatan tempat penyerahan.

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
UD. JAYA UTAMA

Pemilik

Mataram, 21 April 2025

Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
RSJ MUTIARA SUKMA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Anna Maryani, S.Psi
NIP. 19811123 201001 2 013



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT o
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140. Faksimilie (0370) 671515
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id. Pos-el rsimutiarasukma@gmail.com M S

SURAT PESANAN BARANG/JASA (SPBJ)
Nomor: 027/031/PPK/BLUD.AlatKantor/IV/RSJMS/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga berupa Laptop

Yang bertandatangan di bawanh ini :

Nama - Anna Maryani, S.Psi

NIP - 19811123 201001 2 013

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Unit Kerja : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

bersama ini memerintahkan kepada:

Nama Penyedia . PT. AYOOKLIK AIRMAS INTERNUSA
Nama Wakil Penyedia  : Diah iskandar

Jabatan Wakil Penyedia : Direktur

NPWP : 83.402.018.2-911.000
Alamat : JI. Gajah Mada, Ruko Grand Lingkar No.6, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,
Mataram

Selanjutnya disebut Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Rincian Pekerjaan :

HARGA SATUAN TOTAL
NO NAMA BARANG JUMLAH SATUAN (Rp) HARGA (Rp)

1 | Laptop 1 Unit 18.000.000 19.000.000

Spesifikasi:

- Envy x360 14-fc0555TU

- Layar 14" Touchscreen (2-in-1,
bisa ditipal)

- Prosesor Intel® Core™ Ultra 5

- RAM 16 GB LPDDRS

- Storage 512 GB SSD

- Grafis Intel® Graphics

-  Windows 11 Home

TOTAL HARGA (Termasuk Harga) 12.000.000

2. Ruang lingkup dan syarat-syarat pekerjaan :
a. Jenis Kontrak : Harga Satuan.
b. Cara Pembayaran : Sekaligus.
c. Sumber dana - RBA BLUD Rumah Sakit Jiwa Mutira Sukma Tahun Anggaran 2025.
d. Waktu Pelaksanaan : Selama 10 (sepuluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 14 April 2025 sampai
dengan 23 April 2025.
e. Barang diterima selambat-lambatnya tanggal 23 April 2025.



f. Alamat pengiriman barang : Kantor Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (d/a. Ji. Ahmad Yani No.1
Selagalas, Mataram Kode Pos 83237).

g. Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

h. Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, ongkos kirim dan pungutan lain yang sah atas
pelaksanaan pekerjaan ini.

i. Garansi 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan sejak berita acara serah terima barang ditandatangani.

j. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Harga (tidak termasuk PPN).

3. Tanggung jawab Penyedia
Penyedia bertanggung jawab atas:
kewajaran harga;
pelaksanaan Kontrak;
kualitas barang/jasa;
ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
ketepatan waktu penyerahan;

-~ 0 a0 T

ketepatan tempat penyerahan.

Mataram, 14 Aprii 2025
Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
Untuk dan atas nama RSJ MUTIARA SUKMA
2T. AYDOK] ) %lRMAS INTERNUSA Pejabat Pembuat Komitmen,

12 %

™m m .

2
>
=7

Anna Maryani, S.Psi
Direktur NIP. 19811123 201001 2 013



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT o)
DINAS KESEHATAN *

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

JIl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515 R S J M S
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com

SURAT PESANAN
SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : RUMAH SAKIT
SURAT PESANAN JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB
(SP) NOMOR DAN TANGGAL SP
027/235/PPK/BLUD.Obat/XI/RSJMS/2024, Tanggal 14 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Anna Maryani, S.Psi.

Pejabat Pembuat Komitmen

JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas Kec. Sandubaya - Kota Mataram - NTB
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

PT. TIARA KENCANA
JI. Imam Bonjol No. 555 Pemecutan Kelod, Denpasar Bali
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET O01-P2502- 11451 355

| Tanggal T

'Mata ' Harga | ' Harga gl {
| Nama Produk yKuantltas ‘ Uang ‘ Sstian | \ Kirim Pe:glrlman Total Harga }
‘ y | ‘ roduk |
3526003102-001-207782703 | | Rp 4Rp | Rp |
Alprazolam tab 1 mg R— DR 192,00 (0,00 27 Maret2025 9600 000,00 |
3526003102-001-207784341 | | Rp Rp ’ Rp :
Alprazolam tab 0,5 mg f9°°°'° DR 152,00 000 7 Maret2025 |4 368 00000 |
3526003999-001-208037965 | | !Rp Rp ‘Rp |
Litium karbonat tab200mg 0200 PR 5 %98,00 0,00 |27 Maret 2025 147 584.000,00 |
3526003999-001-208053808 Rp Rp | Rp |
Metilfenidat tab 10 mg 30000 IDR 5 040,00 0,00 '27 Maret 2025 |15 120.000,00 |
3526003076-001-208069705 < Rp  Rp Rp ]
Karbamazepin tab 200mg | 120000 PR le3100 |0,00 |27 Maret2025 jg'ues 000,00 |
3526003141-001-208079845 Rp Rp Rp |
Lorazepam tab 0,5 mg 250000 PR 40400 00 27 Maret 2025 110.100.000,00 |
; —— = |
3526003999-001-208081204 Rp Rp Rp |
Trineksifenidil tab2mg | 200000 PR 145100 oo 27 Maret2025 f44 520.000,00
3526003999-001-208081209 | | Rp Rp | Rp |
Trifluoperazin tab sal 530000'0 ‘IDR 3236,00 ‘0 00 27 Maret 2025 7.080.000,00 !
selaput 5 mg ) ‘ | | I ) 1
3526003054-001-208082349 | | Ro Rp Rp |
m;protllln tab sal selaput 50 125000 0 ;IDR 4.300,00 0,00 27 Maret 2025 107.500.000,00
3526003102-001-208146282 | Rp [Rp |
Diazepam tab 5 mg 3ooo 0 DR 19500 0,00 27 Maret 2025 Rp 585.000,00



TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu

Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang
sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a.

f.

g.

tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik;

tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;

mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada 28 Maret 2025 sejak SP ini diterima oleh
Penyedia;

bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:

a.

b.

C.

d.

e.

menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.

mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:

a.

b.

melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan
memeriksa kualitas dan kuantitas barang;



c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam
SP ini selambat-lambatnya pada 28 Maret 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas - Kota Mataram - NTB

. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 28 Maret 2025

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

b.

Harga

Pejabat Pembuat Komitmen melalui PPHP menerima barang dan melakukan
pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen
menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima

oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau
kerusakan barang tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan
pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian
terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung
cacat mutu atau kerusakan.
Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan purna jual.

Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

Pengalihan dan/atau subkontrak

a.

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),
konsolidasi, atau pemisahan.

Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:



1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang
bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang
(distribusi barang) dari Penyedia kepada RSJ Mutiara Sukma

9. Perubahan SP

a.
b.

SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat
Pembuat Komitmen.

10. Peristiwa Kompensasi

a.

b.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan
kepada Penyedia.

Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan
pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari
atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan
klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek
dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Pembuat Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang
disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP
ini.

Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama
Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen,
Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam
jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen
secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia
berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut
sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat
Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen
dari nilai tagihan Penyedia.



13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan SEKALIGUS dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%
(seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian
barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai
bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing
pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan,

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan;



16.

17

18.

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Pembuat
Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP
secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum
SP;

b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat
Pembuat Komitmen.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda
keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian
total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenubhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,
yang dituangkan dalam perubahan SP.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.



19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini.
Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang
mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB PT TIARA KENCANA
Pejabat Pembuat Komitmen

(‘434‘:‘7 N
Anna Maryani, S.Psi. Ketut Sartana

NIP. 19811123 201001 2 013 Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA BARAT o)
DINAS KESEHATAN *ﬁ

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas. Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat 83237
Telepon (0370) 672140, Faksimilie (0370) 671515 R SJ M S
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com

SURAT PESANAN
SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : RUMAH SAKIT JIWA
SURAT PESANAN MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(SP) NOMOR DAN TANGGAL SP :027/021/PPK/APBD.Obat/IV/RSJMS/2025,
Tanggal 17 April 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Anna Maryani, S.Psi.

Pejabat Pembuat Komitmen

Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram - NTB
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

JI. IGM Jelantik Gosa no. 10X Mataram

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET OO1-P2504-11733995

Tanggal
Nama Produk Kuantitas Mata | Harga ng_ga Pengiriman Total Harga
Uang Satuan Kirim

Produk
3526003999-001-
207900784
Kombinasi KDT/FDC Rp Rp : Rp
mengandung a. 9000 DR 144300 0,00 16Mei2025 43855 800,00
Benserazid 25 mg b.
Levodopa 100 mg tab
3526003999-001- Rp Rp Rp
207944506 79300.0 IDR 1.354.00 0.00 16 Mei 2025 107.372.200.00

Sertralin tab sal 50 mg

TERBILANG : Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang
sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama;



f.

g.

mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada 15 Juli 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;
mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melalui
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:

a.

b.

C.

d.

e.

menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;
mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:

a.

b.
C.

melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di
dalam SP ini; dan

memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada 15 Juli 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
JI. Ahmad Yani No. 1 Selagalas - Kota Mataram - NTB

. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 15 Juli 2025

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Pembuat Komitmen melalui PPHP menerima barang dan melakukan
pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal

pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen

menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;



2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.
Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau
kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan
pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan
dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang
dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian
nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau
pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi
barang) dari Penyedia kepada RSJ Mutiara Sukma

9. Perubahan SP
a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen
atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada
Penyedia.
b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran
sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.



b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau

atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,
gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang
dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas
pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan
bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban

untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah

serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Pejabat Pembuat Komitmen akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu
kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa
Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung
biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung
atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan
melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh
Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan SEKALIGUS; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

C.

14. Sanksi
a.

perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen
pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat
diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau



b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen

1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan  untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis
kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.



17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan
Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan
dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika
perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan
diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah
hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat
Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau
keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia
menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar
terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
RSJ MUTIARA SUKMA PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

EATI )

iy Ferwne (O

Anna Maryani, S.Psi. Bambang Dwijadmoko
Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Cabang




